PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitan yang sudah dilakukan penulis skripsi ini, maka
didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014
tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi
terhadap praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di kota Malang.
Untuk Penerapan dari Pasal 10 Permenkes nomor 39 tahun 2014 di kota
Malang belum efektif hal ini dilihat dari belum diterapkannya Permenkes ini di
kota Malang hal ini terlihat dari tidak adanya pembinaan, pengawasan yang
dilakukan dinas kesehatan, dan tidak adanya data tukang gigi yang terdapat di
Dinas Kesehatan kota Malang hal ini lantaran tidak ada satu pun Tukang gigi
di kota Malang yang sudah berizin hal ini didasari karena memang Dinas
Kesehatan Kota Malang tidak pernah mengurus tentang tukang gigi dan belum
ada tukang gigi yang mengajukan izin kepada Dinas Kesehatan Kota Malang.
Hal ini menunjukan tidak tercapainya tujuan dari permenkes ini untuk
memberikan perlindungan kepada tukang gigi dan masyarakat sebagai
konsumen karena tidak dijalaninya peraturan ini baik oleh Dinas Kesehatan
Kota Malang ataupun oleh Tukang Gigi itu sendiri.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan,

Pekerjaan Tukang Gigi terhadap praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang
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gigi di kota Malang, adanya keterbatasan tenaga SDM yang ada di dinas
Kesehatan Kota Malang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
berikutnya terjadi persamaan kewenangan antara tukang gigi dan teknisi gigi
dimana sama-sama mempunyai kewenangan dalam membuat gigi tiruan
lepasan dari bahan head currying acrilid, Faktor berikutnya yang menjadi
kendala adalah organisasi yang diakui oleh tukang gigi bukanlah organisasi
profesi.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Malang, Untuk melindungi
masyarakat dari praktek tukang gigi, pemerintah melalui Kementerian
Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun
2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.
Upaya dari Dinas Kesehatan kota Malang sejauh ini hanya menghimbau
masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa tukang gigi harus
mengetahui dampak dari perawatan yang dilakukan di tempat tukang gigi dan
untuk perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tidak ada
keseimbangan hukum antara konsumen dan pelaku usaha menyababkan

konsumen berada dalam posisi yang lemah.

4.2. Saran

1. Bagi Menteri Kesehatan Indonesia hendaknya segera membuat peraturan
tentang tukang gigi yang tidak tumpang tindih dengan peraturan lain dan
menjelasakan segala pasal yang ada dalam peraturan tersebut dengan sejelas-

jelasnya seperti profesi dari tukang gigi sebagai tenaga kesehatan atau bukan
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dan memberikan lampiran sebagai contoh dari surat izin bagi tukang gigi,
supaya peraturan tersebut segera direalisasikan agar dapat memberikan
kejelasan kepada Pemerintah dan kepada tukang gigi sendiri.

2. Bagi Pemerintah kota Malang hendaknya menambahkan jumlah tenaga kerja
yang berada di Dinas Kesehatan kota Malang khususnya bagian sumber daya
manusia (SDM) yang masih sangat kurang supaya dapat menjalankan
peraturan menteri kesehatan tentang tukang gigi dengan lancar dan baik.

3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Malang hendaknya segera melakukan dan
melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada tukang gigi dengan
mengundang organisasi yang dapat membantu Dinas Kesehatan kota Malang
seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang berada di area kota Malang
melalui sosialisasi, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan
menghimbau kepada masyarakat tentang peraturan yang berkaitan dengan
kewenangan dari tukang gigi melalui media sosial atau koran dan melakukan
sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, memasukan kedalam agenda rapat
pembahasan tahunan untuk segera dijalankan dan segera memerhatikan dan
menertibkan tukang gigi di kota Malang yang melanggar kewenangannya
sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Bagi tukang gigi sebaiknya melakukan praktik sesuai dengan aturan
kewenangan yang ada dan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya
kepada konsumen tukang gigi, sehingga tidak merugikan kalangan

masyarakat.
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5. Bagi konsumen hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih tempat perawatan
gigi, sebaiknya dilihat terlebih dahulu keamanan dan keselamatan dalam

menggunakan jasa tukang gigi.
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